BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri
Inderapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim Il, merupakan
Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik
Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah
Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada
tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi
Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16° 30” — 00 20’
49” Lintang Utara dan 100 54° 21” 102° 10’ 59” Bujur Timur. Secara fisik geografls
memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga
dan masuk kedalam daerah segitiga pettumbuhan (growth triangle) Indonesia -
Malaysia - Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di
bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur
tanah terdiri dan tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah
organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan

semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan.
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http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak_Sri_Inderapura
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak_Sri_Inderapura
http://id.wikipedia.org/wiki/Syarif_Kasim_II_dari_Siak
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Daerah mi beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan
kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak,
daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah
kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air,
sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi
dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah
sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai
Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buantan,
Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah
ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang,
Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan
Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan sikius hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan
rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir
musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa
bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan
kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke
arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Propinsi Riau.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di

bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur
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tanah terdiri dan tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah
organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan
semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan.
Daerah mi beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan
kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak,
daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah
kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air,
sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi
dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah
sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain Sungai Siak, daerah ml juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai
Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buantan,
Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah
ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang,
Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas, dan
Tasik Rawa.

Adapun kecamatan yang ada di Kabupaten Siak ayaitu :

1. Kecamatan Bunga Raya
2. Kecamatan Dayun
3. Kecamatan Kandis

4. Kecamatan Kerinci Kanan


http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga_Raya,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Dayun,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kandis,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerinci_Kanan,_Siak

10.
11.
12.
13.
14.

Sedangkan batas wilayah Kabupaten Siak yaitu :

Kecamatan Koto Gasip
Kecamatan Siak
Kecamatan Sabak Auh
Kecamatan Tualang
Kecamatan Minas
Kecamatan Sungai Apit
Kecamatan Pusako
Kecamatan Lubuk Dalam
Kecamatan Sungai Mandau

Kecamatan Mempura

Utara : Kabupaten Bengkalis

Selatan : Kabupaten Pelalawan

Barat : Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru

Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti
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Seusal dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, maka VIsi Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 adalah : ’Pusat

Budaya Melayu di Riau yang didukung oleh agribisnis, agroindustri dan pariwisata

yang maju dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera pada Tahun

2025”

Untuk mewujudkan Visi jangka panjang tersebut Pemerintah tertinggi

Kabupaten Siak telah menetapkan Visi jangka menengah 2006 - 2011, yaitu:


http://id.wikipedia.org/wiki/Koto_Gasip,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Siak,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Sabak_Auh,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Tualang,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Minas,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Apit,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Pusako,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Lubuk_Dalam,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Mandau,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Mempura,_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bengkalis
http://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan
http://id.wikipedia.org/wiki/Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru
http://id.wikipedia.org/wiki/Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti
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“Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebib merata dan terbentuknya landasan
yang kuat menuju Kabupaten Siak sebagal pusat budaya Melayu di Riau yang
didukung agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju”

Visi jangka menengah diatas merupakan visi periode lima tahun pertama,
2006 — 2011, dan periode pembangunan jangka panjang dua puluh lima tahunan
Kabupaten Siak. Visi, mencerminkan bahwa titik berat pembangunan lima tahun
pertama Kabupaten Siak adalah pemerataan kesejahteraan dan peningkatan tumpuan
ekonomi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan mengutamakan
agroindustri sebagai lokomotif ekonomi. Hasil-hasil pembangunan lima tahun
pertama tersebut menjadi landasan untuk pembangunan empat periode lima tahunan
berikutnya.

Visi jangka menengah lima tahunan Kabupaten Siak, dilandasi oleh analisis
kondisi umum daerah yang terjadi pada lima tahun terakhir dan rediksi kondisi
umum Kabupaten Siak lima tahun ke depan sebagai berikut:

a. Adanya tekanan yang mulal meningkat terhadap kondisi geomorfologi dan
lingkungan hidup Kabupaten Siak saat ini, akibat pertumbuhan penduduk dan
persaingan untuk mendapatkan sumberdaya lahan, sumber daya air dan sumber
daya lainnya. Diprediksikan dimasa depan tekanan terhadap lingkungan hidup
akan semakin berat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten
Siak. Untuk itu diharapkan misi-misi yang dicanangkan dapat mengatasi atau

setidaknya mengurangi dampak negatif kecenderungan masa depan tersebut.
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b. Adanya berbagai permasalahan demografi Kabupaten Siak saat mi, terutama
permasalahan tidak meratanya kepadatan penduduk, tidak meratanya kesejahteraan
rakyat, jumlah angkatan kerja, dan jumlah pencari kerja yang meningkat terus dari
tahun ke tahun. Prediksi kondisi demografi dimasa mendatang mengindikasikan
adanya peningkatan intensitas terhada permasalahan-permasalahan demografis
tersebut. Dalam hal ini, diharapkan misi-misi yang dicanangkan dapat mengatasi
atau setidaknya mengurangi dampak negatif kecenderungan masa depan tersebut.

c. Nilai-nilai dan norma-norma budaya Melayu melekat pada Sumber Daya Manusia
Kabupaten Siak, karena itu pengembangannya hendaknya sejalan dengan
pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan budaya Melayu
dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan sumber daya manusia, yakni sejak
usia dini kepada anak-anak di Kabupaten Siak, melalui muatan lokal dalam
kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan dasar pendidikan menengah dan
pendidikan tinggi.

d. Adanya kondisi ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Siak saat ini, yang
mengerucut pada struktur ekonomi tertentu, yaitu struktur ekonomi yang bertumpu
pada sektor Primer yang didominasi oleh lapangan usaha pertambangan.
Diperlukan perubahan struktur ekonomi yang lebih menjamin kesinambungan
kesejahteraan, vyaitu struktur yang tidak terlalu tergantung pada sektor
pertambangan. Sementara itu, lapangan usaha pertanian di Siak termasuk maju
dibandingkan rata-rata Propinsi Riau. Namun kemajuannya tertekan, karena

pertumbuhan dibawah rata-rata Propinsi Riau. Peningkatan produktivitas pertanian
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merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan pertanian di
Kabupaten Siak, sehingga setidaknya setara atau lebih besar dan pada rata-rata
pertumbuhan Propinsi Riau.

. Adanya sumbangan PDRB yang dominan dan Sektor Primer, terutama lapangan
usaha pertambangan. Namun persentase jumlah penduduk Kabupaten Siak yang
terlibat di lapangan usaha pertambangan sangat sedikit. Hal ini antara lain
disebabkan teknologi produksi pada lapangan usaha pertambangan hanya
membutuhkan sedikit tenaga kerja. PDRB yang besar dan jumlah tenaga kerja
yang sedikit, mencerminkan kemakmuran bagi tenaga kerja yang bekerja di
lapangan usaha ini. Sementara itu di lapangan usaha pertanian, kontribusi PDRB
yang lebih kecil dihasilkan oleh tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ml
menyebabkan ketimpangan kesejahteraan diantara masyarakat Siak. Dimasa
depan, lapangan usaha pertambangan tidak akan bertambah, sehingga diperlukan
dorongan ke arah sektor sekunder, terutama industri pengolahan yang berbasis
agroindustri untuk penyerapan tenaga kerja, agar tercapai pemerataan
kesejahteraan yang lebih baik.

. Adanya peningkatan pada persentase jumlah penduduk yang bekerja di Sektor
Tersier, walaupun kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih relatif kecil.
Kontribusi PDRB vyang kecil dengan jumlah pekerja yang banyak,
mengindikasikan bahwa nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja
sangat kecil Perlu ada upaya peningkatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya

Manusia di sektor ini agar nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja
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menjadi besar. Sehingga total kontribusi nilai tambahnya terhadap PDRB menjadi

besar.

g. Adanya kondisi sarana dan prasarana Kabupaten Siak yang saat mi cukup baik

dalam segi kualitas, walaupun masih kurang dalam segi rasio kuantitas per
penduduk, terutama rasio rumah sakit umum per penduduk. Di masa depan
diprediksikan rasio jumlah sarana dan prasarana per penduduk di Kabupaten Siak
akan semakin Kkecil akibat tidak sebandingnya pertumbuhan jumlah penduduk

dengan pertumbuhan jumlah sarana dan prasarana.

h. Adanya kondisi Pemerintahan Kabupaten Siak yang saat mi semakin dituntut

untuk meningkatkan kinerja dalam segi kualitas pelayanan, keandalan pelayanan,
cepat tanggap dalam pelayanan, keyakinan pelayanan, bagi rasa dan perhatian
dalam pelayanan. Diprediksikan dimasa depan tuntutan terhadap Kkinerja
pemerintahan akan semakin tinggi.

Seusai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Siak Tahun 2005 - 2025, maka misi jangka panjang Kabupaten Siak adalah sebagai

berikut:

a.

Misi Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Riau adalah
menjadikan Adat-istiadat Melayu sebagai nilai dasar dan alat pemersatu warga
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didukung oleh sumber
daya manusia yang berkualitas serta menjunjung tinggi norma-norma hukum.

Misi Mewujudkan Kabupaten Siak dengan sektor agrobisnis, agroindustri dan

pariwisata yang maju adalah mendorong pembangunan sektor-sektor tersebut
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untuk yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya

manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan

dan teknologi, dan berwawasan lingkungan;

c. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak yang agamis dan sejahtera adalah mendorong
pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu
menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, yang menjamin penegakan hukum
yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdi pada kepentingan masyarakat
luas. Untuk melaksanakan Misi jangka panjang tersebut Pemerintah tertinggi
Kabupaten Siak telah menetapkan Misi jangka menengah untuk lima tahun ke
depan (2006 — 2011), yaitu:

1. Mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana daerah yang mendukung
peningkatan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan
daerah yang berkelanjutan;

2. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia professional yang
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berjiwa kewirausahaan dengan
dlandasi keimanan, ketaqwaan, dan nilai—nilai Budaya Melayu;

3. Memberdayakan masyarakat, sumber daya alam dan seluruh kekuatan ekonomi
daerah untuk memperkuat landasan struktur perekonomian berbasis kerakyatan
yang bertumpu pada agribisnis, agroindustri dan pariwisata;

4.2. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah
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merupakan unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi
perumusan Kkebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum
serta fungsi pendukung lainnya yang dipimpin oleh sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksana urusan Pemerintah Daerah
dan penunjang urusan Pemerintah Daerah serta pelayanan administrasi. Sekretaris
Daerah dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelaksana urusan Pemerintah Daerah dan
penunjang urusan Pemerintah Daerah serta pelayanan administrasi;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaaan kebijakan pemerintah daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program,
pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi urusan Pendidikan dan
Kebudayaan, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat, Kesehatan, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan  Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,
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Kepemudaan dan Olah Raga, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas,

Asisten | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan urusan
Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat, Kesehatan, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,
Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa, Kecamatan dan Kelurahan;

b. fasilitasi dan koordinasi serta merumuskan bahan pembinaan urusan Pendidikan
dan Kebudayaan, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat, Kesehatan, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,
Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa, Kecamatan dan Kelurahan; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Bagian Administrasi Pemerintahan

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
pengkoordinasian dalam penyiapan rancangan kebijakan di bidang penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, dan batas kewilayahan sesuai dengan kewenangannya
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan

tugas, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, mempunyai fungsi:

a.

b.

penyusunan kebijakan teknis Bagian Administrasi Pemerintahan;
penyelenggaraan program kerja Bagian Administrasi Pemerintahan;

pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan urusan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kesatuan Bangsa,
Kecamatan dan Kelurahan, Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanggulangan
Bencana;

penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Subbagian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenagan dan bidang tugas dan fungsinya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b.

mempersiapkan, menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

memfasilitasi dan mengumpulkan dokumen pendukung guna evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun anggaran;

melaksanakan koordinasi perencanaan persiapan pencalonan, pengangkatan dan
pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah;

. melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah;
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melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

memfasilitasi pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
penggantian anggota DPRD antar waktu;

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian urusan

Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Bencana;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugasnya;
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang tindakan yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas :

a.

menyusun dan merumuskan program kegiatan untuk pembinaan Kecamatan dan
Kelurahan;

memfasilitasi kegiatan dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;

. memfasilitasi penyelenggaraan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten atau
Instansi Vertikal;
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sebagian

wewenang pemerintahan dan pembinaan administrasi Kecamatan;
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. melaksanakan pengumpulan bahan dan pembinaan pelaporan monografi
Kecamatan, kependudukan, situasi daerah, kegiatan Camat dan buku harian
Camat;

. menyiapkan bahan penyusunan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan
dari Bupati kepada Camat, Kampung/Kelurahan;

. menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan perangkat
Kecamatan dan Kelurahan;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kinerja Kecamatan;

i. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi Kecamatan dan Kelurahan;

j. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kecamatan dan Kelurahan,

. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang tindakan yang
perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Toponimi dan Batas Wilayah mempunyai tugas :

a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan

penamaan rupa bumi, data dan kodefikasi wilayah serta penetapan perbatasan

antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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. menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan
umum penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan
antar daerah;

. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan umum
penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar
daerah;

. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan umum
penamaan rupa bumi dan data wilayah, serta penetapan perbatasan antar daerah;

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan
fasilitasi penetapan perbatasan antar wilayah (kampung, kecamatan dan
kabupaten);

. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan
umum fasilitasi penetapan perbatasan antar wilayah (kampung, kecamatan dan
kabupaten);

. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembinaan umum fasilitasi penetapan perbatasan antar wilayah (kampung,
kecamatan dan kabupaten);

. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelesaian masalah

perbatasan antar wilayah (kampung, kecamatan dan kabupaten);

I. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pembinaan umum fasilitasi penetapan perbatasan antar wilayah (desa, kecamatan

dan kabupaten);
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j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan

fasilitasi penyelenggaraan toponimi, pembakuan nama rupabumi, perubahan
nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah
serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;

. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan dan
pembinaan umum penyelenggaraan toponimi, pembakuan nama rupabumi,
perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan
daerah serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;

. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembinaan umum penyelenggaraan toponimi, pembakuan nama rupabumi,
perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan
daerah serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;

.menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang
pembinaan umum penyelenggaraan toponimi, pembakuan nama rupabumi,
perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan
daerah serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan;

. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang tindakan yang

perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
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p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewengan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan urusan
pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Agama,

Kepemudaan dan Olah Raga, dan Penanggulangan Bencana, sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat,
mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;

b. penyelenggaraan program kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan urusan pendidikan,
kesehatan, sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Agama, Kepemudaan dan Olah Raga;

d. penyelenggaran evaluasi tugas Kepala Subbagian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenagan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.
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Kepala Subbagian Bina Mental dan Keagamaan mempunyai tugas :

a.

mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam pembinaan pengembangan
pembinaan mental keagamaan;

mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan mental
dan keagamaan serta kehidupan beragama seperti ibadah haji, umroh, hari besar
islam, santapan rohani, safari ramadhan, safari jumaat serta perlombaan kegiatan
keagamaan;

menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan mental serta keagamaan;

menyiapkan pedoman dan penyusunan program pembinaan mental dan
keagamaan;

menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan mental
keagamaan dan kehidupan beragama; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewengan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun rencana kerja Subbagian kesejahteraan rakyat;

mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan
rakyat;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian urusan

pendidikan, Kebudayaan, kesehatan, sosial, Pemberdayaan Perempuan,
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Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Kepemudaan dan Olah Raga;

e. melaksanakan pengkajian kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan
rakyat;

f. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan
bantuan hibah, organisasi masyarakat, beasiswa dan masyarakat miskin;

g. menyiapkan pedoman dan penyusunan program bantuan pembinaan kesejahteraan
rakyat;

h. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberian bantuan dan realisasi bantuan
sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat;

i. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan
pelayanan bantuan; dan

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bagian Pertanahan

Kepala Bagian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian

dan penyiapan rancangan kebijakan di bidang penyelenggaraan pertanahan, termasuk

pengukuran, fasilitasi penyelesaian pertanahan, penataan, penguasaan dan

pengelolaan hak atas tanah serta melaksanakan sebagian kewenangan di bidang

pertanahan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian Pertanahan,

mempunyai fungsi:

a.

b.

penyusunan kebijakan teknis Bagian Pertanahan;

penyelenggaraan program kerja Bagian Pertanahan;

membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi tugas Kepala
Subbagian;

penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Subbagian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun rencana kerja Subbagian Pengukuran dan Pemetaan;

mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pengukuran dan pemetaan;
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang pengukuran dan pemetaan;
menyiapkan sarana dan prasarana tugas perbantuan termasuk menginventarisir
permasalahan yang berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan;

mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian bidang
pengawasan kebijakan pengukuran dan pemetaan;

melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengukuran dan pemetaan;

mengolah data untuk perumusan kebijakan bidang pengukuran dan pemetaan;
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melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan

pemerintah daerah di bidang pengukuran dan pemetaan;

. membuat laporan hasil kegiatan; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun

lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun rencana kerja Subbagian Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan;
mengumpulkan bahan perumusan kebijakan bidang fasilitasi penyelesaian
pertanahan;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang fasilitasi penyelesaian
pertanahan;

mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian bidang
fasilitasi penyelesaian pertanahan;

menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan bidang fasilitasi penyelesaian
pertanahan;.

melaksanakan pengkajian kebijakan pemerintah daerah bidang fasilitasi
penyelesaian pertanahan;

menginventarisasi permaslahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
fasilitasi penyelesaian pertanahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;
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h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah bidang fasilitasi penyelesaian pertanahan;

J. mengolah data untuk perumusan kebijakan bidang fasilitasi penyelesaian
pertanahan;

k. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan

I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Penataan, Penguasaan dan Pengelolaan Hak atas Tanah

mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja Subbagian Penataan, Penguasaan dan Pengelolaan Hak
atas Tanah;

b. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan, penguasaan dan
pengelolaan hak atas tanah;

c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang penataan, penguasaan dan
pengelolaan hak atas tanah;

d. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian bidang
penataan, penguasaan dan pengelolaan hak atas tanah;

e. melaksanakan pengkajian kebijakan pemerintah daerah bidang penataan,

penguasaan dan pengelolaan hak atas tanah;
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f. menginventarisasi permaslahan-permasalahan yang berhubungan dangan bidang
penataan, penguasaan dan pengelolaan hak atas tanah dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan pelayanan administratif bidang pertanahan;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah bidang penataan, penguasaan dan pengelolaan hak atas tanah;

j. mengolah data untuk perumusan kebijakan bidang penataan, penguasaan dan
pengelolaan hak atas tanah;

k. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang penataan, Penguasaan dan
pengelolaan hak atas tanah; dan

I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program,

pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi urusan Pekerjaan Umum, Tata

Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup,

Ketahanan Pangan, Perhubungan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perikanan dan Peternakan,
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Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian, penunjang urusan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Pengadaan Barang dan

Jasa. Untuk melaksanakan tugas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan

mempunyai fungsi :

a. fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan urusan
Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan, Perhubungan, Koperasi, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Perikanan dan Peternakan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian,
penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah, serta Pengadaan Barang dan Jasa;

b. fasilitasi dan koordinasi serta merumuskan bahan pembinaan urusan Pekerjaan
Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan
Hidup, Ketahanan Pangan, Perhubungan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perikanan dan
Peternakan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian, penunjang
urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta
Pengadaan Barang dan Jasa; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.
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6. Bagian Administrasi Perekonomian
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan
pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan urusan Lingkungan Hidup,

Ketahanan Pangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perikanan dan Peternakan, Pariwisata, Pertanian,

Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian

Administrasi Perekonomian, mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis bagian administrasi perekonomian;

b. penyelenggaraan program Kerja bagian administrasi perekonomian;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan urusan Lingkungan
Hidup, Ketahanan Pangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perikanan dan Peternakan,
Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian;

d. penyelenggaraan evaluasi tugas kepala subbagian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenagan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Produksi Daerah, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja subbagian produksi dan usaha;

b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian urusan

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
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. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
bidang tugasnya,;

. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
produksi daerah;

. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan pelayanan administratif di bidang
produksi daerah;

. menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang produksi daerah;

. menyusun dan melaksanakan program kerja dan Kkegiatan pembinaan dan
pengembangan produksi daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
yang berlaku;

. menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan dan pembinaan produksi daerah
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan agar pengembangan perekonomian

dapat berjalan sesuai harapan;

I. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pembinaan dan peningkatan

produksi daerah serta menetapkan langkah tindak lanjutnya;

J. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang

tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
. melakukan pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas;
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I. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang
tugasnya;

m.membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing;

n. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
bawahan; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Usaha Perekonomian, mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
bidang tugasnya;

b. menyusun rencana kerja Sub Bagian Usaha Perekonomian;

c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang
kelembagaan dan usaha perekonomian daerah;

d. menyiapkan bahan pembinaan teknis administratif di bidang usaha perekonomian
daerah;

e. menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan pembinaan dan
pengembangan usaha perekonomian daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan

ketentuan yang berlaku;
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. menyusun bahan pembinaan teknis administratif pengembangan usaha
perekonomian daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan agar
pengembangan perekonomian dapat berjalan sesuai harapan;

. menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang pengembangan kelembagaan perekonomian daerah;

. menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan pembinaan dan
pengembangan usaha perekonomian daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan

ketentuan yang berlaku;

i. melakukan pembinaan dengan memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan

kepada kelembagaan dan usaha ekonomi daerah;

j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap program dan

kegiatan pengembangan usaha perekonomian daerah;

. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang
tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

. melakukan pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

.memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang
tugasnya;

. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing;

. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada

bawahan;
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. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya

. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian urusan
Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Perikanan dan Peternakan, Pariwisata, dan Pertanian;

. menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas sub bagian badan usaha milik daerah dan
perekonomian rakyat;

. menginventarisir permasalahan-permasalahan bidang badan usaha milik daerah
dan perekonomian rakyat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

. menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan potensi di bidang
badan usaha milik daerah dan perekonomian rakyat; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan

bidang tugasnya,;

b. menyusun rencana kerja Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai

pedoman dan acuan kerja;
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. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

. menyiapkan bahan pembinaan teknis administratif di bidang Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD);

. menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan pembinaan dan
pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai lingkup tugasnya
berdasarkan ketentuan yang berlaku;

. menyusun bahan pembinaan teknis administratif pengembangan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan agar
pengembangan perekonomian dapat berjalan sesuai harapan;

. menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD));
. menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan pembinaan dan
pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai lingkup tugasnya

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

I. melakukan pembinaan dengan memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan

kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

J. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap program dan

kegiatan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah(BUMD);
. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang

tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
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I. melakukan pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang
tugasnya;

n. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas
masing-masing;

0. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada
bawahan;

p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan

pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan urusan Pekerjaan Umum, Tata

Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Penunjang

Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai

fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis Bagian Administrasi Pembangunan;

b. penyelenggaraan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan;
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. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan urusan Pekerjaan

Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan
dan Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

penyelenggaran evaluasi tugas Kepala Subbagian; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun

lisan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Kebijakan dan Program mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun rencana Subbagian Kebijakan dan Program;

mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian Penunjang
Urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian
dan pengembangan pembangunan daerah;

melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pemangunan daerah dan
memberikan petunjuk pemecahan masalah;

menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang
penyusunan program kegiatan pembangunan;

melakukan asistensi terhadap RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah;
merekomendasikan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan

potensi dan kondisi daerah; dan
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Pengendalian mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun rencana kerja sub bagian pengendalian;
mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian urusan
Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan

Perhubungan;

. merumuskan kebijakan pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan tahun

berjalan;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan konsultan pengawas terhadap
pelaksanaan kegiatan pembangunan;

melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan
pembangunan;

memberikan teguran terhadap pelaksana kegiatan pembangunan apabila terjadi
kekeliruan/penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan;

mengadakan pemantauan dan monitoring kegiatan secara berkala dan insidentil;

. mengadakan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan anggaran pembangunan tahun

berjalan menurut sumber dana;

. menyusun Track Record Rekanan pelaksana kegiatan pembangunan untuk menjadi

bahan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan di masa mendatang;
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mengkoordinasikan langkah-langkah dan tindakan pemecahan pemantauan
lapangan;
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan

kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun

lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Pelaporan mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun rencana kerja sub bagian Pelaporan;

merumuskan kebijakan pelaksanaan pelaporan kegiatan pembangunan tahun
berjalan;

membuat format pelaporan dan pengendalian kegiatan pembangunan sebagai
acuan dalam melakukan pelaporan;

mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang pelaporan pembangunan;
mengadakan pelaporan kegiatan secara berkala dan insidentil;

melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta menyiapkan
bahan penyusunan laporan;

mengumpulkan dan menganalisa data anggaran dan realisasi biaya pembangunan
tahunan menurut sumber dana;

mengadakan evaluasi terhadap pelaporan pelaksanaan anggaran pembangunan

tahun berjalan menurut sumber dana;
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i. melaporkan hasil pelaksanaan anggaran pembangunan secara bulanan, periodik,
insidental dan laporan tahunan;

j. mempersiapkan bahan perbandingan atas realisasi kegiatan pembangunan dari
tahun ke tahun;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; dan

I. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan,

mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, perumusan kebijakan layanan

pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian

Layanan Pengadaan, mempunyai fungsi:

a. fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa;

b. fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik;

c. fasilitasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengadaan barang dan jasa;
dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.
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Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas :

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Unit Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara rutin maupun berkala untuk
pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

c. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik
secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan
keputusan;

d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian
Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara rutin maupun berkala sebagai
bahan dasar pemecahan masalah;

e. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Unit Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas
yang dibutuhkan;

f. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

g. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa Unit Layanan
Pengadaan;

h. menyusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
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. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa bersama PPK;

mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit
Layanan Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan;

membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan

barang/jasa kepada Bupati;

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan secara periodik sebagai bahan

pertanggung jawaban;

.menyelenggarakan urusan Pengaduan dan Sanggah; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun

lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian LPSE mempunyai tugas :

a.

merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Layanan
Pengadaan Secara Elektronik berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Subbagian Pelayanan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan

pengetahuan dan kemampuan;
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. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Barang/Jasa tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara
tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian
Layanan Pengadaan Secara Elektronik secara rutin maupun berkala sebagai bahan
dasar pemecahan masalah;

. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Layanan Pengadaan
Secara Elektronikberdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas
yang dibutuhkan;

. memberikan pelayanan kepada penyedia yang berhubungan dengan registrasi
perusahaan;

. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan Pihak-Pihak yang berkepentingan
menjadi Pengguna SPSE;

. memberikan pelayanan kepada kelompok kerja unit layanan pengadaan (POKJA
ULP), Penyedia Barang/Jasa dan Pihak-Pihak yang berkepentingan yang
berhubungan pelaksanaan pelatihan tentang Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(SPSE);

I. memfasilitasi PA/ KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;

j. memfalitasi ULP/Pejabat Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan

pengadaan;
. mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbagian berdasarkan capaian

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
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I. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan secara periodik sebagai bahan
pertanggung jawaban;

m. melaksanakan pemeliharaan terhadap sistem agar dapat on line secara real time;

n. membuat analisa kebutuhan sarana prasarana Layanan Pengadaan secara
Elektronik (LPSE); dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pengadaan Barang dan

Jasa mempunyai tugas :

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan dan
Pengembangan Barang dan Jasa berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
Subbagian Administrasi dan Umum secara rutin maupun berkala untuk
pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

c. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis

maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
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. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian
Administrasi dan Umum secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar
pemecahan masalah;

. melaksanakan fungsi ketatausahaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan
Unit Layanan Pengadaan;

. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Sub
bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Sub bagian Layanan
Pengadaan Secara Elektronik;

. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa;

. menyusun program kerja dan anggaran Sub bagian Layanan Pengadaan Secara

Elektronik dan Sub Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

I. mensosialisasikan kebijakan dan sistem pengadaan nasional;

j. menyiapkan dan merumuskan kebijakan pengembangan dan pembinaan sumber

daya manusia di bidang pengadaan;

. melaksanakan bimbingan teknis, dan menyiapkan sumber daya aparatur dalam hal
penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Siak;

. mengembangan sistem informasi di bidang pengadaan;

.melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan

teknologi informasi; dan
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n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

9. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan
administrasi, pemantauan, dan evaluasi penunjang urusan pembinaan dan
pengawasan, kepegawaian, keuangan, urusan perpustakaan, kearsipan, Komunikasi
dan Informatika, Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, layanan administrasi

Sekretariat Daerah, perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah, pembinaan dan

pengembangan organisasi, pembinaan dan fasilitasi produk hukum. Untuk

melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

a. fasilitasi dan koordinasi serta merumuskan bahan pembinaan bidang
kelembagaan, tatalaksana, pelayanan publik, Analisa Jabatan, Peningkatan
Kinerja, peyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum,
bantuan hukum dan kerjasama;

b. perumusan kebijakan bidang ketatausahaan dan rumah tangga, keprotokolan,
keuangan, perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah;

c. fasilitasi dan koordinasi serta merumuskan bahan pembinaan penunjang urusan
pembinaan dan pengawasan, kepegawaian, keuangan, urusan perpustakaan,
kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD serta Sekretariat

Korpri; dan
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d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

10. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas mengkaji bahan kebijakan umum dan
fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pembinaan
standar pelayanan serta pengembangan kinerja kepegawaian serta
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kearsipan, perpustakaan dan penunjang
urusan Pembinaan dan Pengawasan, Kepegawaian dan Sekretariat Korpri sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Organisasi, mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis bagian;

b. penyelenggaraan program kerja bagian;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas kepala sub bagian;

d. penyelenggaraan evaluasi tugas kepala sub bagian;

e. pelaksanaan penataan kelembagaan dan pelaksanaan analisis jabatan;

f. pembinaan pengembangan kinerja kelembagaan dan pelaksanaan evaluasi

kelembagaan;

g. pengembangan sistem dan pembinaan standar pelayanan pemerintahan; dan

h. pembinaan dan pengembangan kepegawaian sekretariat daerah kabupaten; dan
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i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenagan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Kelembagaan, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan dan menyusun bahan kebijakan umum dan kerangka penataan

kelembagaan;

c. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan umum di bidang penataan dan
pengembangan kelembagaan;

d. merumuskan bahan kebijakan umum pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi ke satuan
kerja perangkat daerah;

e. melaksanakan analisis kelembagaan lingkup pemerintah daerah;

f. merumuskan bahan evaluasi, penyempurnaan tugas pokok dan fungsi
kelembagaan satuan kerja perangkat daerah;

g. mempersiapkan konsep rekomendasi di bidang pembinaan program penataan dan
pembinaan pengembangan kinerja kelembagaan;

h. meneliti dan mempersiapkan rancangan peraturan daerah dan konsep keputusan
bupati tentang penyempurnaan, pengembangan, pembentukan dan penghapusan
satuan organisasi;

I. meneliti dan mempersiapkan rancangan peraturan Bupati dan konsep keputusan
Bupati tentang penyempurnaan, pengembangan, penyempurnaan tugas pokok

dan fungsi satuan organisasi;
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melakukan monitoring dan penilaian Kinerja terhadap kelembagaan;

membuat dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan;

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan
kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Analisa Jabatan dan Aparatur, mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
membuat rencana kerja sub bagian analisa jabatan dan aparatur sebagai bahan

acuan untuk pelaksanaan tugas;

. menghimpun, memelihara, menyebarluaskan dan mengikut perkembangan

peraturan perundang - undangan analisa jabatan dan aparatur;

mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian penunjang
urusan Kepegawaian dan Sekretariat Korpri;

melaksanakan analisis jabatan lingkup pemerintah daerah;

mengumpulkan dan mengolah serta menganalisa data jabatan lingkup pemerintah
daerah;

mengumpulkan bahan/data untuk penyelesaian administrasi kepegawaian tentang
mutasi kepangkatan, gaji pensiun dan mutasi kepegawaian lainnya dalam lingkup

sekretariat daerah;
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. mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan mutasi dan/atau penempatan
dalam jabatan serta menghimpun dan menganalisa permasalahan yang
berhubungan dengan jabatan pegawai negeri sipil dalam lingkup Sekretariat

Daerah Kabupaten;

i. membuat buku kendali pegawai unit Sekretariat Daerah Kabupaten serta

melakukan penyempurnaan secara terus-menerus yang disesuaikan dengan

perkembangan;

j. mengolah data/bahan penyusunan formasi jabatan dilingkungan Sekretariat

Daerah;

. mempersiapkan data/bahan administrasi penyusunan rencana pengusulan pegawai
yang akan mengikuti pendidikan dan latihan dalam lingkup Sekretariat Daerah
Kabupaten;

. menyusun pedoman tentang pengadaan baju dinas, standar tata ruang dan atribut
kedinaan;

.membuat data pegawai yang telah mengikuti pendidikan formal dalam lingkup
Sekretariat Daerah Kabupaten dan pendidikan lainnya untuk bahan penyusunan
laporan;

. menghimpun, mensosialisasikan dan menerapkan segala bentuk peraturan
perundang-undangan berkenaan dengan disiplin pegawai;

. merencanakan kegiatan pembinaan dalam rangka pemberdayaan aparatur

pemerintah daerah;
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mempersiapkan berkas usulan tanda  jasa/bintang penghargaan,
LP2P/LHKPN/LHKASN;
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang analisa jabatan dan aparatur;

melakukan inventarisasi terhadap aparatur yang berdedikasi tinggi dan
menunjukkan kinerja yang optimal untuk diberikan penghargaan;

mengusulkan pengembangan kinerja aparatur melalui pemberian promosi,
penunjukan untuk mengikuti diklat atau peningkatan pendidikan fomal;

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan

kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun

lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Tatalaksana, mempunyai tugas :

a.

menyusun program yang berkaitan dengan penataan tata naskah, mekanisme kerja
dan prosedur kerja;
mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengkoordinasian penunjang

urusan pembinaan dan pengawasan, urusan perpustakaan dan kearsipan;

. mengkaji peraturan tentang tata naskah dinas;

mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mekanisme dan
prosedur Kkerja, memberi arahan tentang pengolahan kode dan klasifikasi

kearsipan;
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. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasion Prosedure (SOP) bagi satuan
kerja perangkat daerah;

. mengkoordinasikan penyusunan Internasional Standar Organizing (ISO) bagi
satuan kerja perangkat daerah;

. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP)
dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten;

. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi satuan

perangkat daerah;

i. merumuskan bahan pembakuan tata kerja dan sistem kerja satuan kerja perangkat

daerah;

j. mengumpulkan dan  menghimpun  permasalahan-permasalahan  tentang

pengembangan prosedur Kerja;

. mengkaji peraturan tentang mekanisme dan prosedur kerja serta atribut dan

perlengkapan kedinasan;

. mengumpulkan, mensistematisasikan dan mengolah data tentang sistem dan

metode kerja untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja;

.mengumpulkan dan menghimpun data/bahan informasi tentang :

1) standardisasi perlengkapan, yang menyangkut perumahan dinas, kendaraan
dinas, peralatan kantor;

2) standardisasi lay out (tata letak ruang) yang menyangkut tata tempat, tata
udara, tata cahaya, tata warna, tata suara, kebersihan dan keselamatan;

3) standardisasi formulir;
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4) standardisasi efisiensi dan efektivitas kerja;
5) standardisasi pengukuran Kkerja;
6) standardisasi penyederhanaan kerja; dan
7) standardisasi pembiayaan, dan lain-lain.
n. menyusun spesifikasi sistem dan standar pelayanan bagi penanaman investasi dari
luar daerah dan dalam negeri;
0. melakukan kegiatan manajemen perkantoran terutama penyediaan kondisi
lingkungan kerja dan sarana kerja untuk kelancaran tugas;
p. mempersiapkan data/bahan dalam rangka penyusunan rencana penyempurnaan
ketatalaksanaan; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Bagian Hukum
Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas merumuskan, merencanakan,
membina, mengawasi kegiatan program Peraturan Perundang-undangan dan
dokumentasi hukum, Bantuan hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindak
lanjut serta koordinasikan pelaksanaan penunjang urusan Sekretariat DPRD sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian Hukum, mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis bagian;

b. penyelenggaraan program kerja bagian;
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pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala
Subbagian;

penyelenggaraan evaluasi tugas Kepala Subbagian;

penyusunan dan penerbitan produk hukum dan perundang-undangan;

penyusunan perencanaan kontrak dan pembinaan hubungan kerja sama;

pemberian bantuan hukum baik kepada pemerintah daerah maupun aparatur
lingkup pemerintah Kabupaten; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas :

a.

menghimpun, meneliti, mengolah, merumuskan dan menyiapkan bahan petunjuk
dalam rangka penataan dan pengembangan produk hukum  dan
perundang-undangan serta penyusunan perancangan kontrak dan rancangan
perizinan/rekomendasi;

menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka koordinasi dan konsultasi penyusunan

rancangan produk hukum dan peraturan perundang-undangan;

. memeriksa, memberikan pertimbangan atas naskah produk hukum dan

perundang-undangan yang akan diajukan kepada pimpinan;
menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan mengelola proses pengajuan

rancangan peraturan daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD);
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. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka mewakili
pemerintah daerah di dalam pembahasan rancangan peraturan daerah pada
rapat-rapat DPRD;

. menyiapkan dan mengelola kebutuhan dalam rangka pengundangan dan
pengumuman produk hukum dan peraturan perundang-undangan, serta mengelola
penerbitan lembaran daerah dan berita daerah;

. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk pemberian pertimbangan hukum
sesuai dengan bidang tugasnya, dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan;

. meneliti, menjabarkan dan menyusun bahan petunjuk yang dibutuhkan dalam
rangka pelaksanaan serta tindak lanjut atas produk hukum dan perundangundangan

daerah, pemerintah pusat dan propinsi;

i. menyiapkan, mengkoordinasikan dan mengelola bahan petunjuk serta

melaksanakan kegiatan pemberian bimbingan teknis penyusunan produk hukum

dan peraturan perundang-undangan;

J. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas:

menghimpun, meneliti mengolah, merumuskan dan menyiapkan bahan petunjuk
dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan hukum dan peraturan

perundang-undangan serta pelaksanaan kegiatan pengawasan produk hukum;
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menghimpun, mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan
pendokumentasian produk hukum dan perundang-undangan;

menyiapkan, mengelola bahan dan melaksanakan kegiatan penyebarluasan
produk hukum dan peraturan perundang-undangan, serta menata dan
mengembangkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi (SJDI) hukum;
mengolah, menata, mengembangkan dan mendayagunakan bahan-bahan
kepustakaan yang berkaitan dengan bidang hukum;

meneliti, menyusun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan dan
penerbitan himpunan produk hukum;

menghimpun, meneliti dan menyortir produk-produk hukum daerah, pemerintah
pusat dan propinsi yang perlu didistribusikan kepada unit kerja terkait;
mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan
kerjasama di bidang sosialisasi dan dokumentasi hukum;

meregistrasi naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan
sosialisasi, dokumentasi hukum dan SJDI hukum serta yang berkaitan dengan
pengawasan dan evaluasi produk hukum;

meregistrasi dan mengarsip seluruh produk hukum dan peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan/ diberlakukan oleh pemerintah daerah;

menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan kegiatan

evaluasi produk hukum;
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k. menginventarisir, menelaah dan menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka
penetapan produk-produk hukum di lingkungan pemerintah daerah yang
dipandang perlu dievaluasi dan disesuaikan;

I.  mengkordinasikan dan  melaksanakan  pengawasan atas  kesesuaian
penerapan/penjabaran poduk hukum di lingkungan pemerintah daerah;

m. menghimpun, mengolah dan merumuskan bahan acuan dalam rangka penetapan
pedoman/tata cara  pelaksanaan  produk  hukum  dan  peraturan
perundang-undangan bagi unit-unit kerja pemerintah daerah;

n. mengevaluasi produk hukum daerah;

0. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis
maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas :

a. merumuskan kebijakan dalam rangka pemberian bantuan hukum dan pembinaan

penyidik pegawai negeri;

b. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, serta melaksanakan konsultasi dalam
rangka penyelesaian sengketa-sengketa hukum pemerintah daerah dan hak asasi
manusia;

c. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk yang dibutuhkan dalam rangka

mewakili pemerintah daerah/walikota dalam sidang-sidang penyelesaian perkara;
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merumuskan kerjasama di bidang pemberian bantuan hukum dan penyelesaian
perkara serta hak asasi manusia;

mengusulkan kepada pimpinan pengadaan konsultan hukum tetap bagi pemda
daerah dan aparaturnya;

menyusun, mengolah dan mengkoordinasikan bahan-bahan untuk kepentingan
konsultasi hukum bagi pimpinan dan aparat pemerintah daerah;

menyiapkan dan mengelola bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka
menindaklanjuti putusan-putusan atas perkara/sengketa hukum yang ditetapkan

oleh lembaga peradilan;

. meregistrasi naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan pemberian bantuan

hukum dan penyelesaian perkara-perkara hukum di lingkungan pemerintah daerah;

. menyiapkan, mengkoordinasikan dan mengolah bahan petunjuk dalam rangka

peningkatan kemampuan aparat di bidang pemberian bantuan hukum dan

peradilan tata usaha negara dan HAM;

. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang berhubungan dengan kegiatan

penegakan Perda di lapangan;
mengkoordinasikan, membina dan melaksanakn pembinaan terhadap Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah;

menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain sesuai petunjuk pimpinan; dan
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n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
ketatausahaan pimpinan, Staf Ahli, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan
serta koordinasi dengan penunjang urusan Keuangan sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan
tugas, Kepala Bagian Umum, mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis Bagian Umum;

b. penyelenggaraan program kerja bagian;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas subbagian;

d. penyelenggaran evaluasi tugas subbagian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan bimbingan penyusunan pedoman dan teknis pembinaan

perlengkapan bagi pimpinan dan anggota Sekretariat Daerah;
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. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengadaan perlengkapan dan
kebutuhan bagi Sekretariat Daerah;

. menyiapkan bahan bimbingan dan petunjuk teknis pendistribusian barang;

. menyiapkan bahan bimbingan teknis penyimpanan dan pemeliharaan barang;

. pemeliharaan/pengawasan gedung/kantor, rumah jabatan pimpinan Sekretariat
Daerah, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya;

. menyiapkan bahan bimbingan penyusunan pedoman dan teknis pembinaan Rumah
tangga Sekretariat Daerah;

. mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan pelayanan kebutuhan rumah

tangga pimpinan daerah;

i. mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan menyiapkan bahan kebutuhan

angkutan dan perawatan kendaraan dinas;

j. mengelola administrasi urusan tertentu;

. pengajuan saran dan pertimbangan kepada kepala Bagian Umum mengenai
langkah langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli, mempunyai tugas :

a. mengagenda surat masuk yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati serta

Sekretaris Daerah serta mengklasifikasikan menurut sifat dan tujuan;
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b. menggandakan surat yang masuk dan surat keluar;

c. melaksanakan registrasi surat keluar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat
pelaksana berdasarkan kewenangan yang diberikan;

d. pengaturan tempat dan penyediaan segala sesuatu yang diperlukan bagi rapat-rapat
dan pertemuan lainya pada sekretariat daerah;

e. mempersiapkan undangan untuk acara pemerintah daerah;

f. memeriksa dan mengecek kartu kendali atau lembar pengantar surat menurut sifat
dan klasifikasi;

g. mendistribusikan surat-surat yang memerlukan tindaklanjut oleh unit kerja terkait
lingkup pemerintah kabupaten;

h. mendistribusikan surat yang telah ditandatangani Bupati/Wakil Bupati dan
Sekretaris Daerah ke satuan kerja perangkat daerah sesegera mungkin;

I. mempersiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi pegawai/pejabat
dalam lingkup Pemerintah Daerah serta perhitungan perjalanan dinas, baik dalam
negeri maupun luar negeri;

J. mengurus dan pengiriman surat keluar wilayah kabupaten;

k. mengajukan saran dan pertimbangan kepada kepala Bagian Umum mengenai
langkah langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;

I. melaksanakan pengaturan tempat dan penyediaan segala sesuatu yang diperlukan
bagi rapat rapat dan pertemuan lainnya pada Sekretariat Daerah;

m. menerima, menghimpun memelihara dan mempelajari data tentang peraturan

perundang-undangan pusat dan daerah;
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n. mengurus dan pengiriman surat-surat sekretariat Daerah;

0. menyiapkan data untuk penyusunan bahan laporan kegiatan Sekretariat Daerah
pada bidang pekerjaannya;

p. mengelola data dan bahan Sekretariat Daerah untuk bahan pemberitaan;

g. membantu secara administrasi tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian Keuangan;

b. membuat daftar usulan kegiatan;

c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;

d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;

f. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;

g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;

h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas
persetujuan pengguna anggaran yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran
dengan keputusan bupati;

i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
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. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuali

dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta

lampirannya dan laporan bulanan;

. mengevaluasi hasil program kerja;

.membuat laporan hasil kegiatan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Bagian Humas dan Protokol

Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan,

mengkoordinasikan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat, keprotokolan serta koordinasi

urusan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas,

Kepala Bagian Umum, mempunyai fungsi:

a.

b.

penyusunan kebijakan teknis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol,
penyelenggaraan program kerja bagian;
pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas subbagian;

penyelenggaran evaluasi tugas subbagian; dan
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pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :

a.

b.

menjalankan fungsi manajemen kehumasan untuk menilai sikap dan opini publik;
melaksanakan identifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi;

melaksanakan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan komunikasi untuk
memperoleh pengertian dan dukungan publik;

mencari, mengumpulkan, mengolah, memverifikasi data dan informasi;
menyusun program dan kegiatan kehumasan;

merencanakan dan menyusun anggaran kehumasan;

membuat standar operasional dan prosedur humas;

membentuk pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi;

menyebarluaskan informasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan kehumasan;

menjalin hubungan kerja dengan pengelola informasi dan dokumentasi di
lingkungan pemerintah kabupaten siak.

menjalin hubungan kerja dan koordinasi dengan lembaga kehumasan lainnya
melalui forum koordinasi kehumasan;

menjalin hubungan dengan media;

memetakan dan monitoring isu strategis;

melakukan komunikasi persuasif dan negosiasi;
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memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat;

menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

melaksanakan hubungan kemitraan dengan pemerintahan dan swasta;
melaksanakan forum diskusi;

memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan media massa;
melaksanakan konferensi atau jumpa pers;

menyusun materi ringkasan pemberitaan media massa;

menghimpun berita aktual harian pemberitaan media massa;

melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan internal dan eksternal lingkup
Pemerintah Kabupaten Siak;

melakukan klasifikasi, penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan
dokumentasi;

menghimpun dan menyusun naskah sambutan dan pidato pimpinan;
mempublikasi kebijakan, program dan kegiatan internal dan eksternal,

menulis, menyunting dan memproduksi informasi publik;

menyusun dan mendistribusikan sajian berita dalam bentuk photo, video dan
berbagai artikel untuk kebutuhan publik;

membuat konsep dan menyusun materi informasi publik yang akan

dipublikasikan melalui teknologi informasi lembaga kehumasan pemerintah; dan
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dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Subbagian Protokol mempunyai tugas :

a.

b.

menyusun pelaksanaan dan pembuatan rencana kegiatan dibidang pelayanan tamu;
menata administrasi pelayanana tamu yang terkait dengan pengaturan
keprotokolan;

menata pengaturan penerimaan tamu-tamu pemerintah daerah yang berhak

menrima pelayanan keprotokolan;

. mempersiapkan penyenggaraan upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dan

pertemuan dinas lainnya;

pengkondisian dan pengaturan penerimaan tamu-tam, baik tamu daerah, tamu
negara maupun tamu perwakilan negara-negara sahabat;

pengkondisian dan pengaturan persiapan rapat/pertemuan, resepsi dan upacara
serta kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayananan protokoler;

mengatur akomodasi, pengamanan dan acara tamu negara, daerah dan perwakilan
negara sahabat dengan koordinasi kepada satuan kerja perangkat daerah atau

intansi terkait;

. melaksanakan pengaturan, penataan dan pengelolaan segala bentuk acara yang

dilaksanakan dan atau diikuti oleh pemerintah daerahsesuai dengan aturan

keprotokolan;
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i. menyelenggarakan upacara-upacara pelantikan, rapat-rapat dan pertemuan dinas
lainnya;

j. melaksanakan pengaturan persiapan rapat/pertemuan, resepsi dan upacara serta
kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayananan protokoler;

k. melaksanakan pengaturan akomodasi, pengamanan acara tamu negara, daerah dan
perwakilan negara sahabat dengan berkoordinasi kepada satuan kerja perangkat
daerah atau intansi terkait;

I. menyiapkan bahan penyusunan agenda kegiatan baik tentatif maupun definitif
sesuai dengan kesepakatan daerah kabupaten/kota, propinsi pusat maupun
mancanegara; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan kewenangan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

14. Staf Ahli

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai Pemerintahan, Hukum dan Politik kepada Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas, Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik,

mempunyai fungsi :



121

1) penyusunan rencana kerja tahunan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan
Politik berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta data yang ada untuk menjadi acuan
pelaksanaan tugas;

2) pengumpulan bahan dan/atau data pemerintahan, hukum dan politik melalui daftar
pertanyaan dan/atau wawancara dengan masyarakat kabupaten untuk memperoleh
informasi penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

3) pencarian informasi perkembangan pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten
di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dengan mengikuti rapat koordinasi
tingkat kecamatan dan kelurahan secara rutin;

4) pengkajian dan penganalisis bahan dan/atau data Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik agar tersedia bahan dan/atau data dalam rangka penyusunan telaahan
kepada pimpinan;

5) pelaksanaan diskusi permasalahan bidang pemerintahan, hukum dan politik
dengan pejabat yang berwewenang dan terkait sesuai prosedur untuk suksesnya
penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik di kabupaten;

6) pembuatan dan penyampaian telaahan, rekomendasi dan naskah hasil kajian sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pimpinan
dan/atau instansi terkait sebagai bahan pembuatan kebijakan;

7) pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta atau tidak
diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di

Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
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8) pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas
kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilaksanakan
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah; dan

9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun
tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
kepada Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia, mempunyai fungsi :

1) penyusunan rencana kerja tahunan Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber
daya manusia berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta data yang ada untuk
menjadi acuan pelaksanaan tugas;

2) pengumpulan bahan dan/atau data kemasyarakatan dan sumber daya manusia
melalui daftar pertanyaan dan/atau wawancara dengan masyarakat kabupaten
untuk memperoleh informasi penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

3) pencarian informasi perkembangan pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten
di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia dengan mengikuti rapat

koordinasi tingkat kecamatan dan kelurahan secara rutin;
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4) pengkajian dan penganalisis bahan dan/atau data bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia agar tersedia bahan dan/atau data dalam rangka penyusunan
telaahan kepada pimpinan;

5) pelaksanaan diskusi permasalahan bidang kemasyarakatan dan sumber daya
manusia dengan pejabat yang berwewenang dan terkait sesuai prosedur untuk
suksesnya penyelenggaraan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia di
kabupaten;

6) pembuatan dan penyampaian telaahan, rekomendasi dan naskah hasil kajian sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pimpinan
dan/atau instansi terkait sebagai bahan pembuatan kebijakan;

7) pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta atau tidak
diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

8) pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas
kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilaksanakan
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah; dan

9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun
tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas

memberikan telaahan mengenai Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan kepada
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Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan, mempunyai fungsi :

1) penyusunan rencana kerja tahunan Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta data yang ada untuk
menjadi acuan pelaksanaan tugas;

2) pengumpulan bahan dan/atau data Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melalui
daftar pertanyaan dan/atau wawancara dengan masyarakat kabupaten untuk
memperoleh informasi penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

3) pencarian informasi perkembangan pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten
di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan mengikuti rapat
koordinasi tingkat kecamatan dan kelurahan secara rutin;

4) pengkajian dan penganalisis bahan dan/atau data bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan agar tersedia bahan dan/atau data dalam rangka penyusunan
telaahan kepada pimpinan;

5) pelaksanaan diskusi permasalahan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
dengan pejabat yang berwewenang dan terkait sesuai prosedur untuk suksesnya
penyelenggaraan bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan di kabupaten;

6) pembuatan dan penyampaian telaahan, rekomendasi dan naskah hasil kajian sesuai
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pimpinan

dan/atau instansi terkait sebagai bahan pembuatan kebijakan;
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7) pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta atau tidak
diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di
bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

8) pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas
kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilaksanakan
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah; dan

9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun
tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh

Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-

undangan.



